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ABSTRAK :  - Bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penganggaran, 
pengalokasian, penyaluran dan penatausahaan, pedoman penggunaan, dan 
pemantauan serta evaluasi dana alokasi khusus fisik, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik.  

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN 
No. 4916), PP 55 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 137, TLN No. 4575), PP 45 Tahun 
2013 (LN Tahun 2013 No. 103, TLN No. 5423) sebagaimana telah diubah dengan PP 50 
Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 229, TLN No. 6267), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 
2020 No. 98), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031). 

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang 
dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada Daerah tertentu 
dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan yang merupakan urusan Daerah 
dan sesuai dengan prioritas nasional, berupa penyediaan prasarana dan sarana 
pelayanan dasar publik, baik untuk pemenuhan standar pelayanan minimal dan 
pencapaian prioritas nasional maupun percepatan pembangunan Daerah dan kawasan 
dengan karakteristik khusus dalam rangka mengatasi kesenjangan pelayanan publik 
antardaerah. Jenis DAK Fisik terdiri atas DAK Fisik Reguler, DAK Fisik Penugasan, DAK 
Fisik Afirmasi, dan/atau jenis DAK Fisik lain, yang ditetapkan dalam Undang-Undang 
mengenai APBN. Dalam rangka pengelolaan DAK Fisik, Menteri Keuangan selaku 
Pengguna Anggaran BUN Pengelolaan TKDD menetapkan Direktur Jenderal 
Perimbangan Keuangan sebagai Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD, Direktur Dana 
Transfer Khusus sebagai KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Khusus, Kepala KPPN 
sebagai KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, dan Direktur Pelaksanaan Anggaran 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik 
dan Dana Desa. Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan 
Keuangan bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan 
Perencanaan dan Pembangunan Nasional membahas arah kebijakan, prioritas 
nasional, dan sasaran DAK Fisik. Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan 
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, dan 
Kementerian Negara/Lembaga dapat melakukan sinkronisasi dan harmonisasi antara 
kegiatan yang dibiayai DAK Fisik dan kegiatan yang dibiayai dari belanja Kementerian 
Negara/Lembaga.  

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1068), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

  - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2021 dan diundangkan 
pada tanggal 23 Desember 2021. 

 


